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Angkutan Batu Bara dan CPO di
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Ranjaunews.com-JAMBI-Rencana Dewan Pimpinan Unit (DPU) Organda
untuk menata dan menertibkan operasional angkutan batu bara
serta Crude Palm 0il (CPO) di Provinsi Jambi mendapat
apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari
Ketua Umum Masyarakat Peduli Lalu Lintas Batu Bara (MPLLBB)
yang di ketuai Susan.

Apresiasi Susan, tertuju pada langkah yang diinisiasi DPU
Organda di bawah kepemimpinan Dedy Yansi merupakan sinyal
positif di tengah kondisi lalu lintas yang selama ini dinilai
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semakin semrawut akibat aktivitas angkutan logistik.

Ia menilai, keberanian DPU Organda untuk menawarkan skema baru
patut diapresiasi karena menunjukkan adanya komitmen dalam
mencari solusi atas persoalan yang telah lama menjadi keluhan
masyarakat.

“Sudah banyak skema serupa yang pernah dirancang sebelumnya,
tetapi gagal diimplementasikan secara konsisten. Namun kali
ini, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, kami
berharap langkah ini menjadi pengecualian dan benar-benar
mampu menjadi solusi sekaligus menjawab keresahan masyarakat
yang selama ini terjadi,” ujar Susan.

Susan mengatakan, persoalan angkutan batu bara dan CPO di
Jambi tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknis
semata. Berdasarkan kondisi di lapangan, masalah tersebut
telah berkembang menjadi persoalan tata kelola yang
membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan.

Ia menyoroti masih dominannya kendaraan angkutan industri yang
melintasi jalan umum. Kondisi tersebut, menurutnya, telah
memicu berbagai persoalan, mulai dari kemacetan
berkepanjangan, Kkerusakan infrastruktur jalan, hingga
meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas.

Terkait rencana penggunaan aplikasi digital untuk mengawasi
pergerakan armada, Susan menilai inovasi tersebut merupakan
langkah maju. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi tidak
akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diiringi dengan
pengawasan lapangan yang konsisten dan penegakan aturan secara
tegas.

“Teknologi memang penting, namun fungsi pengawasan juga harus
tetap berjalan. Tanpa komitmen dalam penegakan aturan,
aplikasi hanya akan menjadi instrumen administrasi yang tidak
memiliki daya ikat,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Susan berharap dukungan Pemerintah



Provinsi Jambi terhadap rencana DPU Organda tidak berhenti
sebatas komitmen maupun koordinasi.

“Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Perhubungan memang
telah menyatakan dukungan terhadap rencana ini. Namun dukungan
tidak boleh berhenti pada level wacana. Yang dibutuhkan
masyarakat adalah langkah konkret, terukur, serta keberanian
untuk menegakkan aturan secara konsisten “,pungkasnya.
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